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ABSTRAK 

Tuti Alawiyah (2023): Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu 

Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah Dalam 

Perspektif Hukum Islam 

 

Penelitian ini di latarbelakangi adanya tradisi orang suku Duanu pada 

zaman dulu semasa masih hidup laut dengan menggunakan perahu bahwa setelah 

tiga hari pernikahan suami wajib membawa istrinya ke perahu yang telah 

disediakan oleh orang tuanya, merupakan hal yang memalukan apabila masih 

tinggal bersama orang tua. Tradisi ini sudah biasa mereka lakukan selama tinggal 

di laut. Namun setelah orang laut (suku Duanu) ini sudah menetap di darat, 

mereka lebih memilih tinggal bersama orang tuanya Dan pelaksanaan walimah 

masyarakat suku Duanu juga di nilai tidak sesuai dengan konsep walimah 

sesungguhnya didalam islam, mulai dari jamuan minuman yang disuguhkan dah 

hiburannya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan 

Hukum Islam mengenai tradisi masyarakat suku Duanu mengenai penyediaan 

tempat tinggal tersebut dan bagaiaman tinjaun Hukum Islam mengenai 

pelaksanaan walimatul ursy nya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang tradisi tersebut dan pelaksanaan 

walimatul ursy nya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

dengan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data 

berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan penganalisaan kemudian diuraikan. 

Adapun populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat suku Duanu dan 

masyarakat sekitarnya yang mengetahui dengan baik permasalahan ini, dan 

sampel dalam penelitian ini 10 pasangan suami istri dari kalangan suku Duanu, 1 

tokoh adat, 1 tokoh agama,1 tokoh pemuda, 1 tokoh masyarakat (RT setempat). 

Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa tradisi pada saat orang laut 

(suku Duanu) masih hidup di laut akan sulit diterapkan saat mereka hidup 

didaratan karna keadaannya yang berbeda, kemudian setelah hidup di darat, 

mereka tinggal bersama orang tua karena penghasilan yang belum mencukupi 

untuk menyediakan tempat tinggal, di dalam islam nafkah tempat tinggal itu 

merupakan kewajiban suami, namun tidak di paksakan harus milik sendiri, 

apabila belum mencukupi dan memilih tinggal bersama orang tua juga 

diperbolehkan asalkan tidak ada perselisihan antar orang tua dan anaknya. Namun 

suami juga harus tetap berusaha untuk menyediakan tempat tinggal istri dan anak-

anaknya. Kemudian mengenai pelaksanaan walimatul ursy, islam tidak melarang 

untuk mengadakan acara walimah, karena tujuan nya untuk memberitahukan 

khalayak ramai dan agar tidak menimbul kan fitnah di kemudian hari. Namun 

tidak boleh marayakan secara berlebih-lebihan apalagi ada kemudharatan di 

dalamnya.  

 

Kata Kunci: Tradisi, Walimatul Ursy, Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian mulai dari 

akad kedua belah pihak telah terikat.
1
 Apabila akad nikah telah berlangsung 

dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. 

Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami 

istri dalam keluaraga.
2
   

Adapun hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan 

rumah tangga dapat dilihat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi: 

                               

 
 “Dan para wanita mempunyai hak  yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 228) 

Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. 

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan 

dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Adapun 

kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam firman Allah SWT yang 

berbunyi: 

                                                             

1
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11 

2
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155 
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 “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan.” (Q.S Ath-Thalaq [65] : 7) 

 

 Salah satu nafkah yang wajib di penuhi oleh suami ialah memberikan 

tempat tinggal untuk istri. Tempat tinggal merupakan target penting untuk di 

peroleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-

anak rasa aman, nyaman, dan tentram.
3
  Tentang kewajiban suami untuk 

menyediakan tempat tinggal dalam firman Allah yang berbunyi: 

ن وُجْدكُِمْ   أَسْكِنُوىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّ
“…Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu…”(Q.S Ath-Thalaq [65] : 6) 

 Kompilasi Hukum Islam mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 tentang 

kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman, dan di dalam pasal 32 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian di ubah menjadi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga di atur mengenai suami istri harus 

mempunyai tempat kediaman yang tetap.  

Berdasarkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah tempat tinggal di 

dalam al-qur‟an dan hadis, nyatanya di dalam tradisi perkawinan suku Duanu 

pada zaman dulu bahwa bagi pasangan yang telah menikah, biasanya setelah tiga 

                                                             

3
 Op. cit, hlm. 45 
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hari langsung pindah kerumah yang telah mereka siapkan sebelumya. Suatu hal 

yang memalukan dan akan menjadi bahan pergunjingan oleh karib kerabat, jika 

tidak membawa istri keluar dari rumah orang tua mereka. Hal ini sudah 

merupakan kebiasaan pada masa di perahu dulu, jika anak telah dewasa dan telah 

menikah langsung tinggal dan menetap di perahu yang telah di siapkan oleh orang 

tua mereka.  

Dan sekarang tradisi ini jarang di lakukan lagi, setelah mereka tinggal di 

daratan dan memiliki rumah sendiri tentu berbeda lagi keadaannya, karena akan 

sulit menerapkan tradisi yang mereka lakukan pada saat masih hidup di laut dulu, 

karena keadaan di laut jauh berbeda dengan hidup didarat, dan biaya untuk 

membuat sampan atau perahu tidak setinggi biaya membuat rumah atau membeli 

rumah. Maka dari itu banyak pasangan suami istri memilih untuk   tinggal 

bersama orang tua mereka dengan alasan dan kondisi yang berbeda-beda, 

diantaranya adalah dengan alasan keadaan ekonomi yang hanya cukup untuk 

makan dan belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal, ada juga yang 

beralasan untuk menjaga orang tua nya. 

Setiap ada pernikahan pasti selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan 

atau walimah urs. Acara seperti ini sudah membudaya di kalangan masyarakat, 

hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda karena setiap adat dan budaya 

memiliki caranya masing-masing. Dalam pandangan agama islam hal itu tidak 

jadi masalah, asalkan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum 

islam. 
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Hal ini memang telah lumrah terjadi dikalangan masyarakat umum, baik 

masyarakat dari kalangan bawah maupun dari kalangan atas. Ketika terlaksananya 

pernikahan pasti akan dilaksanakan pula acara perayaan dalam rangka mensyukuri 

terselenggaranya momen tersebut. Dan perayaan ini juga tentu bervariatif. Ada 

yang melaksanakan nya secara kecil-kecilan dan ada juga yang melaksanakannya 

secara besar-besaran. 

Dalam pelaksanaan Walimatul Ursy Suku Duanu, masayarakat Duanu 

melaksanakannya semampu yang ia sanggupi. Apakah melaksanakan pesta 

pernikahan atau hanya syukuran doa selamat dirumah mempelai wanita ataupun 

pria, itu tergantung dari mahar atau uang belanja dari pihak keluarga laki-laki.  

Apabila dilaksanakan pesta pernikahan secara meriah dalam pelaksanaan 

pernikahan suku Duanu, sering dari kalangan pemuda suku Duanu membawa tuak 

ke pesta pernikahan itu, bahkan terkadang mereka meminta kepada tuan rumah 

agar menyiapkan tuak tersebut untuk pemuda Duanu untuk menikmati hiburan 

berupa orgen tunggal, kemudian berjoget-joget di pentas panggung.  

Terkadang tuan rumah pun mau menyediakan tuak tersebut untuk pemuda 

Duanu, agar mereka dapat membantu acara pesta pernikahan seperti mengangkat 

piring dan mencuci piring. Terkadang setelah mereka minum tuak mereka 

bertengkar dan mengacaukan acara tersebut. Dan hiburan dalam pesta pernikahan 

nya diiringi dengan music orgen tunggal dengan music dj dan berjoget di 

panggung baik laki-laki dan perempuan dan pakaian penghibur pun ketat dan 

terbuka. 
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Dalam hal ini islam memandang bahwa mengadakan walimah urs adalah 

sebagai ajang memperkenalkan kepada masyarakat luar agar sang pengantin 

dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah 

secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan. Walimah urs juga 

dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan 

kedua mempelai, sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbul fitnah.
4
 

Untuk mengetaui sejauh mana pelaksanaan tradisi perkawinan dan 

walimatul ursy orang suku Duanu, maka penulis merasa perlu dan meneliti lebih 

dalam masalah ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini untuk 

dijadikan judul skripsi yakni “Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu 

Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah Dalam Perspektif Hukum Islam” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar proposal ini lebih terarah, berdasarkan latar belakang masalah di 

atas penulis membatasi masalah ini hanya fokus pada pandangan secara 

perspektif hukum islam mengenai tradisi perkawinan dan pelaksanaan 

Walimatul Ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penelitian ini dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tradisi perkawinan orang suku Duanu Indragiri Hilir di 

Kecamatan Tanah Merah? 

                                                             

4
 Hasbi Indra, Potret Wanita Sholehah, (Jakarta: Pena Madani, 2004), hlm. 142 
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2. Bagaimana perspektif hukum islam tentang tradisi perkawinan orang suku 

Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah? 

3. Bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai pelaksanaan acara 

Walimatul Ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah 

Merah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian di antaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui tradisi perkawinan orang suku Duanu Indragiri Hilir di 

Kecamatan Tanah Merah. 

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang tradisi perkawinan 

orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah. 

3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang pelaksanaan acara 

Walimatul Ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah 

Merah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian di antaranya adalah: 

1. Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pembaca,  

2. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Uin Suska Riau.
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Nafkah 

1. Pengertian Nafkah  

Kata nafkah berasal dari kata انفاق yang artinya mengeluarkan. 

Bentuk jamak dari dari kata nafkah adalah نفقات   yang secara bahasa artinya 

sesuatu yang di infakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan 

keluarganya. Adapun nafkah menurut syara‟ adalah kecukupan yang 

diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
5
  

Para ahli fiqih Mazhab Hanafi mendefinisikan, nafkah adalah 

memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. 

Para ahli fiqih Mazhab Syafi‟I mendefiniskan, nafkah adalah 

mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan menurut define para ahli 

fiqih Mazhab Hambali, nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang 

menjadi tanggungan berupa roti, lauk dan pakaian.
6
  

2. Dasar Hukum Nafkah 

Dasar hukum nafkah dapat dilihat dari ayat al-qur‟an maupun dari 

hadis nabi sebagai berikut: 

a. Dasar hukum dari al-qur‟an 

1) Surah Q.S Ath-Thalaq (65) : 6 

                                                             

5
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-

Kattani, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), cet, ke-1, jilid , hlm. 94  

6
 Hanan Abdul Aziz, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, alih bahasa oleh Umar 

Mujahid, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012), cet. Ke- 1, hlm. 3  
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“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka 

upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan 

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya.  

 

Berdasarkan surah at-Thalaq ayat 6 di atas mengandung 

bahwa keterangan tentang pemberian tempat tinggal yang di 

wajibkan atas para suami bagi para istri mereka. Sesuai dengan 

kemampuan suami. Al-Farra berkata maksudnya adalah يجد  عل ما  

(menurut apa yang di dapatinya atau dimilikinya). Bila dia orang 

yang berada, maka dia memberinya kelapangan dalam tempat 

tinggal nafkah, namun bila dia orang miskin, maka sesuai dengan 

kemampuannya itu. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai istri yang dicerai 

apakah berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah: Malik dan 

Asy-Syafi‟I berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan tempat 

tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Abu Hanifah dan 
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para sahabatnya berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan 

tempat tinggal dan nafkah.  

2) Surah Q.S. At-Thalaq (65) : 7 

                         

                      

        

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 

sesudah kesempitan.”  

 

 Maksud dari ayat diatas bahwa hendaknya suami memberi 

nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan 

kemampuannya, sehingga dia memberikan kelapangan kepada 

mereka, jika dia adalah orang yang berkelapangan. Tetapi jika dia 

adalah orang yang miskin, maka dia harus disesuaikan dengan 

kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang 

yang dinafkahi (istri dan anak). Penyesuaian ini dilakukan sesuai 

dengan gaya hidup yang biasa. 

 Dalam hal ini, harus memperhatikan kadar kebutuhan orang 

yang dinafkahi, juga harus memperhatikan keadaan orang yang 

menafkahi. Imam Syafi‟I berkata, “nafkah itu harus ditentukan dan 

dibatasi”. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal 
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ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi 

suami, apakah dia kaya atau miskin. Kondisi istri dan 

kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan.” Allah tidak 

memberikan beban kepada orang yang kaya. Dan Allah 

memberikan kelapangan setelah kesempitan, dan memberikan 

kemudahan setelah kesulitan.
7
    

b. Dasar hukum dari Hadist  

عَنْ أَبِ مَسْعُوْدٍ الأنَْصَاريِ فَ قُلْتُ : عَنِ اتَََّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّم فَ قَالَ 
نَ فَقَةٌ عَلَى أىَْلِوِ  الْمُسْلِمُ : عَنِ انَّبَِ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّم قاَلَ : إِذَا أنَْ فَقَ 

 انَتْ لوَُ صَدَقَةٌ كانت كَ   -وَىَوَ يََْتَسِبُ هَا . : الفق نفقة أفيق  –
 “Dari Abu Mas‟ud Al- Anshari, aku berkata, „Dari nabi 

SAW?” Dia berkata dari nabi SAW, beliau bersabda “Apabila 

seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya 

dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah 

baginya.”
8
  

 

Dari hadist ini disimpulkan bahwa pahala tidak didapatkan 

dengan perbuatan, kecuali disertai niat. Kalimat “kepada keluarganya” 

ada kemungkinan mencakup istri dan kerabat, dan mungkin juga 

khusus bagi istri, lalu diikutkan apa yang selainnya, dengan alasan 

mereka lebih utama untuk diberi nafkah.  

Al-Muhallab berkata, “nafkah kepada keluarga adalah wajib 

berdasarkan ijma‟. Hanya saja syara‟ memberinya dengan nama 

                                                             

7
 Syeikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, alih bahasa oleh Dudi Rosyadi, dkk, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jilid. 18, hlm. 680-686  

8
 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Mukhtashar Shahih Bukhari, alih bahasa oleh 

Rahmatullah, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. 1, jilid 4, hlm. 884  
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sedekah karena khawatir manusia mengira bahwa perbuatannya 

melakukan yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. 

Sementara disisi yang lain mereka telah mengetahui pahala sedekah.  

Oleh karena itu diberitahukan kepada mereka bahwa perkara 

yang wajib itu juga merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka 

tidak memberikan kepada selain keluarga, kecuali setelah terpenuhi 

kebutuhan kebutuhan mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka 

untuk mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang 

Sunnah.
9
  

c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 kemudian di sempurnakan 

dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Dalam pasal 32 dikatakan bahwa: 

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap 

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

ditentukan oleh suami istri bersama.
10

 

d. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) 

Dalam pasal 81 KHI tentang kewajiban suami dalam menyediakan 

tempat kediaman: 

 

                                                             

9
 Ibnu  Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, ahli bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2014), cet, Ke-3, jilid. 26, hlm. 531   

10
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), Cet. Ke-11, hlm. 11 
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1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-

anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. 

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri 

selama dalam ikatan perkawinan, dan dalam masa iddah talak atau 

iddah wafat. 

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-

anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman 

dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat 

menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 

maupun sarana penunjang lainnya.
11

 

3. Hukum Nafkah Suami Kepada Istri  

Menurut qaul jaded Imam Syafi‟i, kewajiban memberikan nafkah 

dimulai sejak terjadinya tamkin (penyerahan diri seorang istri kepada 

suami) bukan pada saat selesainya akad perkawinan. Jika suatu hari istri 

tidak menyerahkan dirinya kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami 

memberikan nafkah saat itu. 
12

    

                                                             

11
 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan 

Kelembagaan Agama Departemen Agama RI, Instruksi Presidan RI Nomor 1 Tahun 1991 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Departemen Agama 1999/2000. Hlm. 45  

12
 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i, alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul 

Hafiz, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), cet. Ke-1, hlm. 50  
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Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu 

dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan bukan menentukan jumlah 

nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan 

penggunaan dalam keadaan tertentu. Apabila suami tidak memberikan 

nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa 

yang dapat mencukupi dirinya jika seorang yang dewasa dan berakalsehat, 

bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir.
13

 

Adapun ijma‟ ulama mengenai masalah ini, para ulama sepakat atas 

kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih 

taat kepadanya. Hal ini tidak berlaku jika ia pembangkang.
14

  

Menurut mazhab Maliki dan Syafi‟i, jika suami menolak atau 

mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si istri berhak menuntut 

cerai. Tetapi berbeda dengan mazhab Hanafi, ketidakmampuan atau 

pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk 

bercerai. Seorang istri berhak untuk menuntut suaminya agar mengajaknya 

bepergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah belanja 

sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi 

istrinya.
15

 

Adapun mengenai syarat bagi istri untuk mendapatkan nafkah dari 

suami antara lain: 

                                                             

13
 Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 166 

14
 Abu Zahwa, Ahmad Haikal, Buku Pintar Keluarga Sakinah, (Jakarta: Qurtumedia, 

2010), hlm. 109 

15
 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hiukum-Hukum Allah, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2002), hlm. 268 
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a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah 

b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami 

c. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya 

d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang 

dikehendaki oleh suami 

e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami 

istri. 

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka 

nafkah tidak wajib untuk diberikan oleh suami kepada istri.
16

 

4. Macam-macam Nafkah Suami untuk Istri 

a. Makanan, minuman, dan lauk 

Para ulama menetapkan bahwa nafkah yang wajib untuk istri 

adalah makanan dan perlengkapannya seperti minuman, lauk, air, 

cuka, minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi buah tidak termasuk 

hitungan nafkah wajib.
17

 

b. Pakaian 

Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan 

pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib. Standar 

pakaian telah ditentukan oleh para ulama Syafi‟iyyah sesuai dengan 

keadaan ekonomi suami. Ketentuannya bukan dengan syara‟ namun 

dengan ijtihad hakim sesuai dengan kecukupan keluarga. Jika 

                                                             

16
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Lely Shofa Imama, dkk, (Jakarta: PT 

Pena Pundi Aksara, 2009), cet. Ke-1, jilid. 2, hlm. 693  

17
 Wahbah Zuhaili, Op.Cit., hlm. 119 
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keluarganya kaya maka pakaiannya dari bahan yang halus dan bagus, 

sedangkan bagi keluarga yang miskin maka kainnya yang kasar. 

c. Tempat Tinggal 

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, 

bai dengan membeli ataupun menyewa. Menyediakan tempat tinggal 

yang layak merupakan bagian dari berbuat baik terhadap istri. Selain 

itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat 

menyimpan harta dan berlindung dari pandangan mata orang lain  

d. Pembantu jika dibutuhkan 

Para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan 

nafkah untuk pembantu jika suami kaya dan sang istri sudah biasa 

dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya. Atau istri punya harkat 

tinggi sehingga perlu dilayani, atau memang istri sedang sakit. 

Penyediaan nafkah pembantu ini termasuk perbuatan baik suami, juga 

karena kebutuhan istri memang dalam tanggungannya.
18

 

e. Alat-alat pembersih dan perabot rumah tangga 

Para ulama sepakat bahwa wajibnya nafkah babby sitter dan 

alat-alat pembersih, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai 

peralatan kecantikan dan perhiasan atau perabot rumah.  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang suami wajib 

menyediakan alat giling, roti, alat minum, alat masak, dan perabot 

rumah lainnya.  

                                                             

18
 Ibid., hlm. 122-125 
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Adapun upah untuk baby sitter maka hukumnya wajib bagi 

orang yang menyuruh, baik itu istri maupun suami. Adapun jika baby 

sitter itu datang tanpa dipanggil maka yang wajib membayarnya ialah 

suami, karena itu termasuk bagian ongkos senggama. 

Ulama Malikiyyah berkata suami wajib menyediakan alat-alat 

pembersih sesuai taraf ekonominya. Suami juga wajib membayar upah 

baby sitter karena masih berkaitan dengan pengurusan anak. Suami 

juga wajib meyediakan alat-alat berhias yang penting untuk istri 

seperti celak, minyak, dan sejenisnya yang jika memang sudah terbiasa 

memakainya. 

Ulama Syafi‟iyyah menetapkan bahwa alat-alat pembersih 

seperti sisir, minyak, sapu, sabun, air untuk mandi dari junub dan nifas 

hukumnya wajib atas suami. Demikian juga peralatan makan minum 

dan peralatan dapur termasuk blender dan sejenisnya. Suami juga 

harus menyediakan perlengkapan lain, mulai dari Kasur, selimut, 

bantal, kursi duduk. Akan tetapi alat kosmetik tidak wajib bagi suami 

kecuali jika ia menginginkan istri memakainya.
19

  

Ulama Hanbilah menetapkan bahwa suami wajib memenuhi 

kebutuhan istri yang semisal sisir, minyak rambut, sabun cuci, sabun 

mandi, air minum, air untuk mandi, baik untuk haid, nifas, junub, dan 

lain-lain. Suami juga harus menyediakan perangkat kosmetik jika ia 

meminta istri untuk tampil cantik. Namun jika ia tidak meminta istri 

                                                             

19
 Ibid., hlm. 126 
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berdandan maka hal itu tidak wajib baginya. Suami bertanggung jawab 

alat-alat atau barang-barang yang diperlukan untuk tidur mulai dari 

kasur, selimut, bantal, dan sejenisnya yang memang umum dipakai 

untuk tidur. Kursi tempat duduk dan termasuk perabot dapur.
20

   

5. Standar Ukuran Nafkah 

Tidak terdapat suatu nash yang menerangkan ukuran nafkah yang 

haru diberikan oleh suami kepada istrinya. Di dalam al-qur‟an dan hadist 

hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang-orang yang kaya 

memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan 

orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula.
21

 

 Mengenai status sosial-ekonomi dalam penetapan ukuran nafkah 

menjadi perbincangan di kalangan ulama, di antaranya pendapat beberapa 

ulama mengenai hal ini yakni: 

Pertama : pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang 

dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial suami dan 

istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial 

ekonominya berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. Yang 

jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan 

gabungan di antara suami istri. Oleh karena itu keduanya dijadikan 

pertimbangan dalam menentukan standar nafkah. 

                                                             

20
 Ibid., hlm. 127 

21
 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), cet. Ke-3, hlm. 133 
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Kedua : pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang 

mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.  

Ketiga : Imam Syafi‟i berpendapat bahwa yang dijadikan standar 

dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dari kemampuan ekonomi 

suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi‟ah Imamiyah.
22

    

6. Gugurnya Nafkah 

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz 

tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan 

nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Imam Hanafi berpendapat 

bahwa manakala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, maka dia 

masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar 

syara‟. Penolakannya yang seperti itu sekalipun haram, tetap tidak 

menggugurkan haknya atas nafkah.  

Bagi Imam Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan 

nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. 

Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan 

kewajiban nafkah. Dengan pendapatnya ini, Imam Hanafi berbeda 

pendapat dengan seluruh mazhab lainnya.
23

  

Seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak 

memberi kesempatan suami untuk menggauli dirinya dan berkhalwat 

dengannya tanpa alasan berdasarkan syara‟ maupun rasio, maka dia 

                                                             

22
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 

hlm. 166 

23
 Muhammad  Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, alih terjemah oleh Masykur dkk, 

(Jakarta: Lentera Basritama, 2004), cet. Ke-12, hlm. 402  



19 

 

 

dipandang sebagai wanita yang nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. 

Bahkan Imam Syafi‟i mengatakan bahwa sekedar kesediaan digauli dan 

berkhalwat, sama sekali belum dipandang cukup kalua si istri tidak 

menawarkan dirinya kepada suaminya. 

7. Nafkah Tempat Tinggal  

a. Pengertian Tempat Tinggal  

Tempat Tinggal yang dalam Bahasa Arab disebut sukna adalah 

ism masdar dari kata sakan, artinya menempati suatu tempat yang 

disediakan untuk itu. مسكن  Artinya tempat tinggal atau rumah, 

jamaknya مساكنMenurut terminology, sukna adalah tinggal disuatu 

tempat secara permanen.
24

 

Baik dalam B.W maupun dalam kitab-kitab undang-undang 

lainnya. Sering kali yang ditunjuk sebagai tempat di mana harus 

dilakukan suatu perbuatan hukum ialah tempat kediaman (domisili) 

domisili itu dapat dipandang sebagai tempat dimana seseorang 

berhubung dengan perjalanan hak-hak dan pemenuhan kewajiban-

kewajibannya.
25

   

b. Hukum Memberikan Tempat Tinggal bagi Istri  

Seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk 

istrinya. hal ini di atur dalam firman Allah SWT yang berbunyi:  

فُوا عَلَيْهِنَّ   أسْكُنُوىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتُم مَن وَجَدكُِمْ وَلََ تُضَارُوىُنَّ لتُِضَي ْ
                                                             

24
 Hannan Abdul Aziz, Op.Cit., hlm. 53 

25
 Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, alih bahasa oleh Adiwimarta, (Jakarta; PT. 

Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-4, jilid, hlm. 44  
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 “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” 

(Q.S Ath-Talaq [65] : 6) 

Jika seorang wanita yang ditalak oleh suaminya berhak 

mendapatkan tempat tinggal, terlebih jika status nya masih menjadi 

istri.  

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: 

 وَعَاشِرُوىُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ .....
 “Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (Q.S An-Nisa‟ 

[4] : 19) 

Di anatara prilaku yang termasuk makruf adalah menyediakan 

tempat tinggal untuk istri. Sebab setiap istri pasti membutuhkan tempat 

tinggal. Dengan tempat tinggal tersebut sang istri menjadi terlindungi 

dan terhindar dari mata laki-laki, bisa dengan leluasa berpakaian dan 

juga berhubungan badan tanpa ada rasa risih. Kualitas tempat tinggal 

yang diberikan disesuaikan dengan ekonomi keduanya.  

Dasarnya dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qur‟an. 

“menurut kemampuan” (Q.S at-Talaq [65] : 6) selain kebutuhan 

seorang istri akan tempat tinggal adalah kebutuhan harian yang bersifat 

permanen. Oleh karena itu, statusnya seperti kebutuhan akan nafkah 

dan pakaian.
26
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 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, alih bahasa oleh Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2013), cet. Ke-1, jilid. 11, hlm. 617  
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c. Ciri-ciri Tempat Tinggal Syar’i  

Pembahasan fuqaha tentang ciri-ciri hunian syar‟i adalah 

sebagai berikut: 

1) Tempat tinggal harus layak bagi istri menurut kebiasaan yang 

berlaku, dengan demikian, kondisi istri perlu diperhatikan, karena 

istri berkewajiban untuk menempati kediaman tersebut secara 

permanen. Terkait hal ini, terdapat perbedaan dikalangan fuqaha. 

 Mazhab Malikiyyah, Hanabilah, dan mayoritas Hanafiyah: 

acuan tempat tinggal syar‟i untuk istri adalah kondisi ekonomi 

suami dan kondisi istri, diqiyaskan pada nafkah, karena sama-sama 

sebagai hak yang timbul dari akad nikah. Mengingat acuan dalam 

nafkah adalah kondisi suami istri secara bersamaan, seperti itu juga 

dengan tempat tinggal. 

Syafi‟iyyah berpendapat, yang menjadi acuan dalam tempat 

tinggal syar‟I adalah kondisi istri saja. Karena itu suami wajib 

menyediakan tempat tinggal yang baik bagi istri menurut kebiasaan 

yang berlaku, baik berupa rumah, kamar atau yang lain. Apabila 

istri berasal dari kaum yang terbiasa tinggal ditempat permanen, 

istri berhak ditempatkan di hunian yang ia merasa aman terhadap 

diri dan hartanya meski sangat sederhana.
27
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 Hannan Abdul Aziz, Op, Cit., hlm. 55 
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2) Rumah tidak disyaratkan harus hak milik suami, seperti rumah 

sewa atau pinjaman  

Rumah dipastikan aman bagi diri dan harta si istri saat 

suami pergi. Misalnya bertetangga dengan orang-orang yang baik. 

Hanafiyah menyatakan, tempat tinggal harus berada diantara 

tetangga. Seperti pendapat masyhur Hanafiyah dan Hanabilah, 

suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal di lingkungan 

yang tidak sepi jika memang si istri ditempatkan di tempat yang 

asing. Alasan pendapat ini adalah menempatkan istri ditempat 

hunian yang tidak aman bagi keselamatan diri tanpa adanya teman 

adalah tindakan berbahaya. 

 Jumhur ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah 

berpendapat bahwa istri boleh menolak tinggal bersama orang tua 

dan kerabat lainnya, kecuali jika istri rela. Karena tempat tinggal 

sudah menjadi hak istri, suami tidak seharusnya menyertakan 

orang lain bersamanya. Hal itu akan menggangu dan merugikan 

istri.
28

 

 Jika suami memiliki istri lebih dari seorang, maka seorang 

suami tidak boleh menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat, 

karena itu akan mengganggu ketenangan masing-masing. Seorang 

suami tidak boleh menempatkan istri-istrinya pada satu rumah dan 

satu rumah susun, tiap istri satu tingkat misalnya, karena kedekatan 
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antara istri akan mengundang percekcokan. Apabila seorang suami 

menempatkan istrinya pada satu tingkat dimana rumah susun 

tersebut ditempati salah satu kerabatnya maka tempat tinggal itu 

adalah tempat tinggal syar‟i. sang istri tidak berhak meminta 

pindah, kecuali jika ia menerima perlakuan tidak baik dari 

kerabatnya tersebut.
29

 

 

B. Walimatul Ursy 

1. Pengertian Walimatul Ursy 

Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu Al-Walimah dan Al l-Urs 

secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam 

bahasa Indonesia berarti pesta, jama'nya adalah (ولا لم),  Sedangkan al-urs 

secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa 

Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.
30

 

Pengertian walimah Urs secara etimologi adalah suatu pesta yang 

mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah 

menikah.
31

Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap 

perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan. Dalam 

rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. 
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Pesta pernikahan atau yang disebut juga dengan "walimah" adalah 

pecahan kata dari ولمartinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut 

di maksud kan memberikan doa restu agar kedua mempelai mau 

berkumpul dengan rukun.
32

 

Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut "walimah 

urs" mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk 

memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami 

istri.
33

 

Berbagai penjelasan di atas  dapat di simpulkan walimatul „ursy itu 

adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan 

pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan 

pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimulkan syubhat (kecurigaan) 

dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah 

tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syara‟ (berzina) 

karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa 

syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan 

seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan 

pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. 

Walimah urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau 

sesudah nya walimah bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang 
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berlaku dalam masyarakat, karena setiap adat mempunyai cara yang 

berbeda dalam melaksanakan walimatul ursy. 

Para ulama dan fukaha dalam mencari hukum selalu berpegang 

teguh pada sumber hukum islam Al-Qur‟an dan Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. 

Dimana salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah „urf  

Adapun kaidahnya yang termasuk  kaidah ushuliyyah yang berbunyi: 

 العادة محكمة
“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

34
 

Kemudian, ulama juga membagi adat kebiasaan yang ada di 

masyarakat menjadi al-adah al-shahihah (adat yang shahih, benar, 

baik)dan ada pula adah al-fasidah (adat yang mufsadah, salah,rusak). 

a. „Urf yang fasid atau „urf yang batal, yaitu „urf yang bertentangan 

dengan syari‟ah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-

minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat 

kebiasaan memboroskan harta dan lain sebagainya. 

b. „Urf yang shahih atau Al-Adah As-Shahihah yaitu „urf yang tidak 

bertentangan dengan syari‟ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian 

kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang 

sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti 

memesan mobil, bangunan-bangunan dan lain sebagainya. 

Jadi Walimatul „Ursy sebagai salah satu uslub untuk 

mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan 
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syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira yang sudah 

melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak 

dibolehkan oleh syara‟ (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah 

menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat 

membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk 

mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan 

ini kepada orang lain.  

2. Dasar Hukum Walimatul Ursy 

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum 

walimatul „ursy. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat 

sebagai sunnah muakkadah (dipentingkan).  

Agar bisa mendudukan persoalan ini maka penulis mencoba untuk 

menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan walimah dan mencoba untuk 

menemukan dasar dalil yang dipegang para ulama sehingga ada yang 

mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan sunnah 

muakkadah. Hal tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua pendapat 

yakni sebagai berikut: 

a. Walimatul „ursy sebagai suatu kewajiban ada perbedaan pendapat 

dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam 

melaksanakan resepsi pernikahan atau walimatul „ursy. 

Sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi 

berpendapat bahwa “Wajib bagi orang yang menikah untuk 

menyelenggarakan walimatul „ursy setelah menggauli istri, 

sebagaimana perintah nabi SAW kepada Abdurrahman bin „Auf dalam 

nhadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia 
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berkata, “Tatkala „Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia 

berkata, “Rasulullah SAW, bersabda, sesunguhnya merupakan 

keharusan sebagai pengantin untuk menyelengagrakan walimah”
35

 

Ulama yang mewajibkan walimah karena adanya perintah 

Rasulullah SAW, dan wajibnya memenuhi undangan walimah. 

Rasulullah SAW sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi 

istri-istrinya seperti dalam hadits dari Anas bin Malik R.A ia berkata: 

قَهَا صَدَاقَ هَا وَجَعَلَ تَ زَوَّجَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَ  سَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِت ْ
م  .الْوَليِْمَةَ ثَلاثَةََ أَيََّّ

 
 “Nabi SAW, menikahi Shafiyyah dan kemerdekaanya sebagai 

maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah 

selama tiga hari. (HR. Bukhari). 

Hadits diatas ditegaskan pula oleh pandangan bahwa hukum 

menghadiri undangan, Jumhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi‟i dan 

Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan 

ke walimatul „ursy adalah fardu‟ain.  

Adapun Sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat 

bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sedangkan dalil 

hadits yang telah disebutkan diatas menunjukkan adanya hukum wajib 

menghadiri undangan. 
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Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang 

yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada 

Allah SWT dan Rasul-Nya.
36

 

Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas Sebagian ulama 

menganggap bahwa hal tersebut menjadi indikasi (qharinah) wajibnya 

menyelenggarakan walimatul „ursy sebab adanya perintah yang 

mengharuskan untuk menghadiri undangan walimah 

b. Walimatul „ursy sebagai sunnah muakkadah mengadakan walimah 

pernikahan hukumnya sunnah muakkadah. Bagi yang melangsungkan 

pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut 

kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda 

kepada Abdurrahman bin „Auf ketika ia menikah; 

 أَوْلِْ وَلَوْبِشَاة
Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor 

kambing” (HR.Bukhari dan Muslim).
37

 

Hadits diatas memberikan penekanan bahwa walimatul „ursy itu 

sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah SAW, 

mengatakan berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. 

Ukuran kambing, tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa 

dan sederhana, tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut 

betul-betul menganjurkan walimatul „ursy sekalipun dengan sesuatu 
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yang sangat ringan, untuk konteks mungkin sekalipun dengan daging 

ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana.  

Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah SAW, 

mengadakan walimah ketika beliau menikah dengan Shafiyyah hanya 

dengan al-syai‟ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma 

yang dicampur dengan tepung. 

Oleh karena itu, dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa walimah 

dalam pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang 

sangat sederhana. Adapun tentang hukum walimah, jumhur ulama 

berpendapat hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib.
38

  

Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah 

berkata bahwa “Jumhur ulama berpendapat bahwa walimah merupakan 

suatu hal yang sunnah dan bukan wajib” para fuqoha (ahli fiqh) 

bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah 

sunnah muakkadah, “Imam Ahmad berkata, “Walimah itu hukumnya 

sunnah”  

Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan (mandub) yakni 

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan 

karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-

laki (rasyid) dan wali suami yang bukan rasyid. Syaikhul islam ibnu 

Taimiyyah Rahimahullah berkata, “Adapun walimatul „ursy maka 

hukumnya adalah sunnah”. “Menyelenggarakan (walimah) 
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berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan diantara mereka ada pula yang 

mewajibkannya.”
39

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

menyelenggarakan walimatul „ursy hukumnya sunnah muakkadah 

yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.  

3. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah Urs 

Walimah bisa dilaksanakan saat akad nikah atau setelah nya, bisa 

dilakukan sesuai adat yang berlaku.
40

Biasanya masyarakat sekarang ini 

mengadakan acara walimah urs setelah akad nikah. Setelah sang suami sah 

ijab qobul kemudian di adakan acara walimah ursy sebagai bentuk rasa 

syukur karena separuh dari agama nya telah sempurna menjalankan syariat 

Islam. 

Pada sabda Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Pada saat 

Rasulullah melihat bekas warna kuning dan kunyit padanya, Rasulullah 

bersabda "Adakanlah walimah meskipun hanya sekedar menyembelih 

seekor kambing" 

Pesta pernikahan bisa saja diselenggarakan setelah terjadi nya akad. 

Rentang waktu pada hari-hari itu adalah saat-saat bisa diselenggarakan 

pesta pernikahan, karena penyebabnya masih ada, yakni adanya 

kebahagiaan yang masih berlangsung. Dan hikmah dari diselenggarakan 
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nya pesta pernikahan itupun masih ada pula, yakni mengumumkan 

pernikahan.
41

 

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-

Tuwaijiri hendaknya walimah urs dilaksanakan setelah akad atau sesudah 

nya, sesuai adat dan tradisi di tempat kedua mempelai berada.
42

 

Dalam pelaksanaan walimah urs, tidak boleh meninggalkan kerabat 

dan sahabat. Sebab bila itu terjadi akan menyakiti hati mereka. Demikian 

pula jangan mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya saja. Namun 

semua kerabat baik kata maupun miskin.
43

 

Seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:  

رَ  كُ الْفُقَراَءُ. وَمَنْ تَ رَكَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَليِمَةِ يدُْعَى لََاَ الَأغْنِيَاءُ وَيُ ت ْ
ُ عَلَيْوِ وَسَلَّم عْوَةَ فَ قَدْ عَصَى اللَََّّ وَرَسُولوَُ صَلَّى اللََّّ  .الدَّ

"Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, orang-

orang kaya di undang dan orang-orang fakir di tinggalkan, dan 

barang siapa meninggal kan undangan, sungguh dia telah berbuat 

maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." (HR. Muslim) 

Dalam pelaksanaan walimah ada beberapa adab yang harus 

dipatuhi, diantaranya adalah: 
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a. Hendaknya berwalimah dengan seekor kambing atau lebih jika 

mempunyai kelapangan ekonomi 

b. Jika tidak mampu maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja 

yang ia sanggupi sekali pun tidak dengan daging. 

c. Tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja, hanya menyertakan 

orang-orang faqir, atau orang-orang yang berkedudukan saja tanpa 

menyertakan orang-orang awam. 

d. Orang-orang yang melaksanakan walimah atau pesta pernikahan wajib 

menjauhkan segala kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan Islam, 

seperti campur nya antara laki-laki dan perempuan di satu ruangan, 

nyanyian-nyanyian yang mengundang syahwat, dan khamar atau 

minuman keras lainnya.
44

 

Melaksanakan walimah urs sebaiknya diumumkan dan di 

sebarluaskan kepada publik dengan tujuan, membedakan pernikahan 

tersebut dengan pernikahan Sirri.  

4. Hukum Menghadiri Walimah Urs 

Dalam permasalahan ini ada beberapa perbedaan pendapat,. 

pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri 

undangan pesta pernikahan adalah wajib menghadiri.  

Pendapat kedua, sebagian pengikut madzhab Syafi'i dan Hambali 

berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah fardhu 
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kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut, maka 

yang lainnya tidaklah berdosa bila tidak menghadiri nya. 

Pendapat ketiga, sebagian pengikut madzhab Hambali dan Syafi'i 

berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah Sunnah.  

Adapun hukum menghadiri undangan pesta pernikahan hukum nya 

adalah wajib seperti menurut pendapat madzhab dari mayoritas ulama.
45

 

Memenuhi undangan walimah urs hukum nya wajib bagi yang di undang. 

Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan 

menyenangkan bagi pihak yang mengundang.  

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda: 

ثنا يََْيَ بْنُ يََْيَ قاَلَ:  قَ رأَْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نََفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: حَدَّ
قاَلَ رَسُلُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ : إِذا دعي أحَدكُُمْ إِلََ الْوَليِمَةِ، 

 " فَ لْيَأْتِِا
 

"Apabila salah seorang di antara kamu diundang acara walimah 

(resepsi pernikahan), maka hendaknya dia datang." (HR. Muslim)
46

 

Dalam memenuhi undangan walimah ini, dia tetap harus 

mendatangi nya, walaupun sedang berpuasa, sebagaimana Rasulullah 

SAW bersabda: 

 لما يم المتطوع أمير تقيم إن شاء صام وإن شاء الطر
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"Orang yang berpuasa Sunnah, pemimpin terhadap dirinya sendiri. 

Apabila ia berkehendak, boleh tetap berpuasa, boleh juga ia 

berbuka" (HR. Muslim dan Tirmidzi)
47

 

Dari hadits-hadits diatas, dapat di pahami dengan jelas bahwa 

Rasulullah SAW Sani menganjurkan memenuhi undangan walimah urs 

karena pihak yang mengundang pasti mengharapkan kedatangan tamu 

undangan nya, selain sebagai bentuk rasa hormat dan juga menghibur tuan 

rumah yang sedang berbahagia mengadakan pesta pernikahan walimah 

ursy. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan orang yang berpuasa untuk 

hadir memenuhi undangan. Bagi yang berpuasa boleh tetap puasa atau jika 

mau berbuka puasa dibolehkan untuk mencicipi hidangan.
48

 

Menghadiri walimah bagi yang di undang hukum nya wajib. 

menurut jumhur ulama hadis tersebut secara tegas mewajibkan untuk 

memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk 

menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak 

memungkinkan untuk menghadiri nya. Misalnya karena ada hal yang tidak 

bisa ditinggal kan ataupun karena jarak tempuh yang terlampau jauh, maka 

tidak apa-apa jika tidak menghadiri. 

Dalam memenuhi undangan walimah, jangan bermaksud sekedar 

untuk kepentingan perut, melainkan niat ittiba terhadap perintah syariat, 

menghormati saudara, turut menghibur, menyambung tali persaudaraan. 
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Dan jangan berprasangka buruk apabila tidak di undang. Mendoakan 

shahibul hajat (tuan rumah) sesuai santapan.
49

 

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul bari berkata, 

"Sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut: 

a. Yang mengundang adalah seorang mukallaf, merdeka dan dewasa 

b. Undangan tidak di khususkan oleh orang kaya, dengan mengabaikan 

orang-orang miskin 

c. Yang mengundang adalah orang muslim 

d. Tidak mengkhususkan datang hanya pada hari pertama, menurut 

pendapat yang masyhur 

e. Tidak boleh mengakhiri undangan yang telah datang terlebih dahulu, 

demi memenuhi undangan orang yang datang kemudian (undangan 

kedua) 

f. Dalam pesta tidak ada bentuk kemungkaran 

g. Tidak ada udzur yang menghalanginya 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Sebelum memulai penelitian tugas akhir ini, penulis meninjau literatur, 

melihat buku-buku yang akan di jadikan referensi, dan mengkaji tesis, skripsi, 

dan tugas akhir yang membahas: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aldila Maudina pada Skripsi yang berjudul 

“Walimah Urs dalam Perspektif Hadis” (Jakarta: UIN Syarif 

                                                             

49
 Thariq Ismail Kahiya, Az-Zuwajul Islami (Mata Kuliah Menjelang Pernikahan), 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet Ke-III, hlm 110 
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Hidayatullah, 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan konep 

walimtul ursy dalam perspektif hadis. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Prasetya pada Tesis yang berjudul “ 

Pelaksanaan Pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah 

Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Hukum Islam” (Pekanbaru: 

UIN Sulta Syarif Kasim Riau, 2018). Penelitian ini menjelaskan tentang 

Pelaksanaan Pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Duanu yang 

tidak sesuai dengan hukum islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Islahul Amalina  pada Skripsi yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyediaan 

Tempat Kediaman Dalam Perkawinan di Desa Empat Balai Kecamatan 

Kuok Kabupaten Kampar” (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

2020). Penelitian ini menjelaskan tentang kewajiban suami menyediakan 

tempat kediaman untuk istrinya setelah perkawinan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field 

research), penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan.
50

 Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan 

pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut 

Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikann 

dan menganalisi fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
51

  

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study). 

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang 

mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data kasus studi dapat diperoleh dari 

semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan 

dari berbagai sumber.
52

 

Dan penelitian ini akan mengungkapkan mengenai analisis tradisi 

perkawinan orang suku Duanu dan pelaksanaan walimatul ursy orang suku 

Duanu Indragiri Hilir Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Tanah 

Merah.  
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University Press, 2003), hlm. 1 
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B.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan 

penelitian ini di Kecamatan Tanah Merah tepatnya di RT. 04 RW. 04 Desa 

Tanah Merah dikarenakan mayoritas dari orang laut atau suku Duanu 

bertempat tinggal disana. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 

dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 

bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data. 

 

C.   Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai 

kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek 

dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat 

memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut 

dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi 

narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan 

informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.
53

  

Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga 

harus dilakukan secara cermat, jadi informan atau narasumber dalam 

penelitian ini adalah Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung, Alfabeta. 

2010), hlm. 216 
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masyarakat suku Duanu Desa Tanah Merah dan masyarakat yang 

memiliki, mengalami peristiwa terkait dengan penelitian ini dan 

masyarakat yang mengetahui tentang pernikahan orang laut (suku Duanu) 

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Objek Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, 

atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek 

penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika 

kita berbicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan 

dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek 

penelitian.
54

 

Objek dalam penelitian ini ialah pokok persoalan yang hendak 

diteliti yakni Tradisi Pekawinan orang suku Duanu dan Pelaksanaan 

Walimatul Ursy nya. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
55

 Menurut pendapat 

lain “populasi adalaj keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran 

penelitian”.
56

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah orang yang 

                                                             

54
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benar benar mengetahui permasalahan yang terjadi, yakni yang 

diutamakan seluruh masyarakat suku Duanu atau orang orang yang 

bertempat tinggal disekitar masyarakat suku Duanu yang memang sudah 

lama hidup berbaur dengan masyarakat suku Duanu. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
57

 Sampel 

dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mengambil sampel 10 pasangan 

suami istri dari orang suku Duanu, kemudian 1 orang tokoh adat, 1orang 

tokoh agama, 1 orang tokoh pemuda, dan 1 orang dari tokoh masyarakat 

setempat (RT setempat) yang mayoritas warganya adalah orang laut (suku 

Duanu) 

Teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel adalah 

teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik 

pengambilan sampel secara random atau acak dari semua populasi. Semua 

anggota populasi, tanpa kecuali, memiliki peluang yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel.
58

 Pada penelitian ini sampel yang diambil oleh penulis 

hanya beberapa saja sebagai perwakilan. 

 

E. Sumber Data 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai 

berikut: 
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1. Data Primer, yaitu berupa data-data yang didapatkan dalam penelitian di 

lapangan yaitu data yang bersumber langsung dari informan atau 

narasumber melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini 

2. Data Sekunder, yakni data yang dipergunakan untuk melengkapi data 

primer sekaligus sebagai data pendukung. Data ini diperoleh dari  

Perpustakaan atau dari Laporan-Laporan Penelitian Terdahulu, Tesis, 

Peraturan Perundang-Undangan, dan Al-Qur‟an. 

3. Data Tersier, yakni data yang berfungsi sebagai pendukung data primer 

dan data sekunder, data ini diperoleh dari seperti Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, artikel-artikel dan jurnal-jurnal hukum.    

 

F.   Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai 

bahan analisis, adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi yakni dilakukan dengan cara melihat mengamati dan 

mencermati. Dalam hal ini peneliti langsung mengamati di lapangan untuk 

mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek 

penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan melalui 

prosestatap muka dan tanya jawab langsung dengan informan penelitian 

dan responden. Menurut Lexy J Moleong, wawancara sebagai percakapan 
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dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
59

 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang kompleks, yang Sebagian besar berisi 

pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.
60

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yakni cara memperoleh data dengan menelusuri 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian berupa 

buku-buku, skripsi, tesis, jurnal maupun makalah-makalah. 

 

G.   Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data adalah teknik content analysis (Analisa 

isi). Yaitu metode analisis langsusng pada pokok pembahasannyayakni 

mengenai Analisis tradisi perkawinan orang suku Duanu dan pelaksanaan 

walimatul ursy dalam perspektif Hukum Islam. Teknik analisis ini di mulai 

dengan mengumpulkan berbagai data terkait pelaksanaan tradisi dan 

walimatul ursy nya. Selanjutnya dikaji isinya.  
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H.  Teknik Penulisan 

Setelah data dianalisis, selanjutnya penulis mendeskripsikan data 

tersebut dengan mengunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut: 

1. Metode Deduktif 

Metode deduktif ialah penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau 

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan 

secara khusus. 

2   .Metode Induktif 

Metode induktif ialah penulis mengemukakan fakta-fakta yang 

bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum. 

3.   Metode Deskriptif Analitif 

Metode Deskriptif Analitif ialah dengan mengemukakan data yang 

diperlukan apa adanya, kemudian dianalisa sehinggga dapat disusun 

menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.  

 

I.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 

yang utus dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  Merupakan pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian. 

BAB II :  Tinjauan Teoritis tentang Nafkah Suami Terhadap Istri, Pada 

bab ini membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum 



44 

 

 

nafkah, hukum nafkah suami terhadap istri, macam-macam 

nafkah, standar hukum na fkah, gugurnya nafkah, nafkah tempat 

tinggal, ciri-ciri tempat tinggal syar‟i, fungsi tempat tinggal 

dalam islam. 

BAB III : Merupakan Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang 

isi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB IV :  Merupakan bab pembasahan dan hasil penelitian mengenai 

tradis perkawinan orang suku Duanu dan pelaksanaan walimatul 

ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah 

Merah dalam perspektif Hukum Islam. 

BAB V : Penutup. Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi masyarakat suku Duanu dahulu bahwa setelah tiga hari pernikahan 

suami wajib membawa istrinya kerumah yang telah ia sediakan, 

merupakan hal yang memalukan apabila ia masih tinggal bersama orang 

tuanya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku Duanu (orang 

laut) pada saat masih tinggal di laut dengan menggunakan sampan atau 

perahu. Saat anaknya sudah dewasa dan menikah maka orang tuanya 

sudah menyiapkan sampan atau perahu untuk tempat tinggal anaknya 

dengan pasangannya nanti. Namun tradisi tersebut sekarang jarang di 

jumpai lagi, setelah mereka sudah tinggal di daratan dan memiliki rumah 

sendiri tentu berbeda lagi keadaanya, karena akan sulit menerapkan tradisi 

di laut ke darat karena tentu biaya membuat sampan atau perahu berbeda 

jauh dengan biaya membuat rumah atau membeli rumah.  

2. Di tinjau menurut Hukum Islam terhadap tradisi tersebut, bagi pasangan 

suku Duanu yang telah menyediakan rumah untuk istri nya berarti sudah 

menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah tempat tinggal 

sesuai dengan kemampuannya. Bagi pasangan yang yang memilih tinggal 

bersama orang tua dengan alasan penghasilan mereka yang belum 

mencukupi untuk menyediakan tempat tinggal maka hal ini mubah 

hukumnya demi terciptanya kemaslahatan. Oleh karena itu dari pada 

keluarga terlantar karena tidak memiliki tempat kediaman, maka untuk 
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sementara waktu maka boleh pasangan tersebut memilih tinggal bersama 

orang tuanya selama itu tidak menimbulkan perselisihan antara mereka 

dan mereka juga bisa menjaga orang tua mereka sebagai bentuk bakti anak 

kepada orang tua. Namun, suami tetap wajib hukumnya menyediakan 

tempat tinggal untuk istri. 

3. Penerapan acara walimatul ursy masyarakat suku Duanu, dimana 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum islam, padahal di dalam islam 

kita diperbolehkan untuk mengadakan acara walimah dengan tujuan untuk 

memberi tahu kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan dan 

diharapkan tidak terjadi tuduhan dan fitnah di kemudian hari pada 

pasangan tersebut. Tetapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan apalagi ada 

kemudharatan di dalam acara walimah tersebut. 

   

B. Saran 

1. Pada prinsipnya adat dan tradisi boleh dilakukan selagi tidak bertentangan 

dengan syariat dan memberikan kemaslahatan. Namun jika suatu tradisi 

pada zaman dahulu tidak bisa diterapkan lagi dizaman sekarang ini karena 

keadaan yang sangat jauh berbeda, maka boleh tidak dilaksanakan demi 

kemaslahatan bersama.  

2. Bagi pasangan suami istri yang sudah memiliki tempat tinggal yang tetap, 

maka hendaklah menjadikan rumah sebagai  wadah untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT, dan menggunakan tempat tinggal  sebagai wadah 

agar terciptanya hubungan antara suami istri dan anak anak yang aman, 

nyaman dan tentram. Dan bagi pasangan yang belum mampu untuk 
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mempunyai tempat tinggal yang tetap agar bersabar dan tetap berusaha 

untuk menargetkan punya rumah sendiri.  

3. Bagi masyarakat suku Duanu hendaknya mengetahui konteks walimah 

pernikahan dalam islam dan mengetahui makna dan tujuan kita dalam 

melaksanakan acara walimah.   
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

1. Wawancara bersama tokoh pemuda suku duanu 

 

2. Wawancara bersama tokoh adat suku duanu 

 

 



 

 

3. Wawancara bersama Tokoh Masyarakat ketua rt setempat 

 

4. Wawancara bersama tokoh agama   

 



 

 

5. Wawancara bersama masyarakat suku duanu 

 

  

 

  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Tokoh Adat 

Nama : H. Narun 

Waktu : 06 Februari 2023 

Tempat : Kediaman Pak H. Narun  

 

1. Bagaimana kah pelaksanaan pesta pernikahan dalam masyarakat duanu ? 

2. Apa saja tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku duanu saat 

melaksanakan pesta pernikahan ? 

3. Hiburan seperti apa yang dipake untuk menunjang acara pesta pernikahan 

suku duanu? 

4. Adakah tradisi keagamaan yang dilakukan pada saat pesta pernikahan 

tersebut? 

5. Bagaimanakah sistem nikahnya suku duanu apakah nikah secara resmi atau 

nikah sirri? 

6. Apa alasan pasangan yang menikah secara sirri menurut bapak? 

7. Apa saja jamuan tamu saat pesta pernikahan tersebut? 

8. Setelah menikah, bagi pasangan suku duanu dimana pasangan tersebut 

tinggal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Tokoh Pemuda  

Nama :Ijul 

Waktu :06 Februari 2023 

Tempat : Kediaman Pak Ijul 

 

1. Pada saat acara pesta pernikahan apakah pemuda suku duanu ikut serta atau 

hanya kalangan saudara nya saja? 

2. Biasanya pada saat acara pesta pernikahan dari suku duanu apa yang pemuda 

suku duanu lakukan? 

3. Pada saat acara pesta pernikahan pada saat tradisi keagamaan, apakah pemuda 

ikut serta juga?  

4. Setelah acara apa yang pemuda lakukan? 

5. Umur berapakah menurut pemuda suku duanu boleh dikatakan sudah bisa 

menikah? 

6. Mengapa pemuda pemudi suku duanu memutuskan untuk cepat menikah ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Tokoh Agama 

Nama : Ahmad Kusasi 

Waktu :17 Februari 2023 

Tempat : Kediaman Pak Ahma Kusasi 

1. Menurut bapak bagaimana pelaksanaan pesta pernikahan masyarakat suku 

duanu ?  

2. Apakah bapak mengetahui tradisi tradisi yang di lakukan oleh masyarakat 

suku duanu saat pesta pernikahan? 

3. Bagaimana sistem pernikahan masyarakat suku duanu di sini, sepengetahuan 

bapak? 

4. Bagaimana pemuda suku duanu pada saat pesta pernikahan tersebut? 

5. Bagaimana menurut bapak, apakah pelaksanaan pernikahan dari masyarakat 

suku duanu tersebut sudah sesui syariat islam? 

6. Apa benar pada saat pesta pernikahan para pemuda merayakan nya dengan 

meminum minuman keras seperti tuak? 

7. Bagaimana pandangan bapak mengenai anak anak suku duanu banyak 

melakukan pernikahan secara sirri? Apa alasan mereka? 

8. Apakah pada saat acara keagaman pemuda suku duanu ikut? 

9. Bagaimana sikap dari masyarakat suku duanu tersebut menurut bapak? 
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 Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang 
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 Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Mengetahui  

Pewawancara       Narasumber 

 

 

 

(Tuti Alawiyah)  

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Tuti Alawiyah, anak sematawayang dari pasangan 

Hasanuddin dan Kartini yang bertempat tinggal di Desa 

Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri 

Hilir Provinsi Riau. Penulis di lahirkan pada tanggal 08 

Agustus 2001. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah 

Dasar di SDN 005 Desa Tanah Merah pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan 

pendidikan di SMPN 01 Desa Tanah Merah dan selesai pada tahun 2016. 

Kemudian penulis menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 02 (MAN 

02)  Indragiri Hilir dan selesai pada tahun 2019. Melalui jalur mandiri pada tahun 

2019 penulis diterima di jurusan Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsiyah) 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pulau Palas Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022.   

 


